
 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR    077      TAHUN  2013 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN         
NOMOR 056 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 
Nomor 056 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar 

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2013, telah diatur 
mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan ;  

  b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 
dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 056 Tahun 2012 ; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Selatan Nomor 056 Tahun 2012 tentang 
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi 
Kalimantan Selatan ; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra I Kalimantan Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106) ; 
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2. 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

    

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) 

    

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

    

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
    

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438) ; 

    

  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025) ; 

    

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049) ; 
    

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

    

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

    

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737) ; 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelola Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

    

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur  sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia  
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209); 
    

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5317); 

    

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

    

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  24 Tahun  2011 
tentang  Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor  342) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  24 Tahun  

2011 tentang  Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2013 Nomor 167); 

    

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daearah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

    

  18. Peraturan Menteri Dalam  Nomor 29 Tahun 2012 tentang 

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 341), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 
2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor; 
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  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor        13 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2007 Nomor 13); 

    

  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 

Nomor 5) ;  
    

  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 

Daerah Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 

1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);  

    

 

 

 22. 

 
 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  Provinsi Kalimantan 
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2011 Nomor 5) ; 

    

  23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 

2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2011 Nomor 64); 

    

  24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 56); 
    

  25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 056 Tahun 
2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 56) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 

Nomor 056 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar 
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 
Nomor 34); 

    



5 
 

 

 

  26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 

2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92); 

   

MEMUTUSKAN : 
   

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 056 
TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN 
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA 

KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN 
SELATAN. 

   

  Pasal I 
   

  Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 

Nomor 056 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 56) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 

Nomor 034 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 056 Tahun 2012 tentang  
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi 
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2013 Nomor 34), diubah dengan menambah 1 (satu) 

Lampiran baru yaitu Lampiran IA, sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
   

  Pasal II 
   

  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
   

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 
 

 Ditetapkan di   Banjarmasin 
pada tanggal               
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

TTD 
 

 H. RUDY ARIFFIN 
  

Diundangkan  di  Banjarbaru 

pada tanggal                
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN, 

 

TTD 
 

MUHAMMAD ARSYADI 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2013 NOMOR 73   
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